I. URUSAN WAJIB
a. Urusan Bidang Pendidikan

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR :

1 TAHUN 2008

TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

1. Kebijakan

1.

Kebijakan dan Standar

. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di katkapsesuai dengan kebijak

3. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional plesualid

. Pemberian Izin pendirian serta pencabutan Izinasafpendidikan dasar, satu

. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidsekolah Dasar d4

. Pemberian dan pencabutan Izin pendirian satuaniggkad dasar dan meneng

. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikdradierkeunggulan lokal pad

nasional dan provinsi.

. Perencanaan operasional program pendidikan anak disi, pendidikan dasar,

pendidikan menengah dan pendidikan non formal sedeagan perencanag

strategis tingkat provinsi dan nasional.

. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak disi, pendidikan dasar,

pendidikan menengah dan pendidikan non formal.

pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara jdearditbn formal.

pendidikan menengdbertaraf internasional.

berbasis keunggulan lokal.

pendidikan dasar dan menengah.

an

AN

AN

la
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SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelaaggaerguruan tinggi
Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan Sekaahr Dan menengdbertaraf
internasional.

Peremajaan dan/atau pemutahiran data dalam sistdomadsi manajenre
pendidikan nasional.

Penyelenggaraan akreditasi satuan pendidikan dasadidikan menengah d:
pendidikan non formal.
Monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan pendididasar, pendidikan meneng
dan pendidikan non formal.

Perencanaan pengembangan pendidikan secara kdfahal dan nasional.
Penetapan usulan pendirian sekolah negeri.

Penetapan persetujuan pendirian sekolah swastanyamgnuhi syarat

AN

ah

2. Pembiayaan

Perencanaan anggaran pendidikan untuk pendidiksar,d@endidikan menengah d

pendidikan non formal sesuai dengan kewenangannya.

Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikak usia dini, pendidikan

dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non fa@saai kewenangannya.
Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan dpsadidikan menengah d:
pendidikan non formal sesuai dengan kewenangannya.
Pemberian bea siswa bagi peserta didik pada saemaidikan dasar, pendidika
menengah, dan bantuan biaya pendidikan non formal
Pemberian biaya pendidikan bagi siswa yang rawamspmekolah untuk pendidike

menengabh.

an

AN

AN

n
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SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

3. Kurikulum

. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulurgkisn satuan pendidikan pa

pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidi&a formal

. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikuluemdplikan anak usia din

pendidikan dasar dan pendidikan menerggta pendidikan non formal.

. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan stakatapetensi lulusan pendidika

dasampendidikan menengah dan pendidikan non formal.

. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikultimgkat satuan pendidikan pa:

pendidikan anak usia dini dan pendidikan dag&ndidikan menengah da

pendidikan non formal.

. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kurikulukatisgtuan pendidikan pa

pendidikan dasapendidikan menengah dan pendidikan non formal.

. Penyusunan dan penetapan kalender pendidikan daeadjdikan menengah da

pendidikan non formal.

. Penyelenggaraan penerimaan dan perpindahan pesdikabaru pada pendidikan

dasar, pendidikan menengah dan pendidikan noraform

. Penyusunan dan penetapan program Kegiatan Belagagajfar (KBM) kurikulum

muatan lokal pada pendidikan dasar, pendidikan ngate dan pendidikan ndg

formal.

9. Penyusunan pedoman alat bantu belajar.

10.Perencanaan penetapan pendirian dan penutupandi@ndidasar, pendidikan

menengah, dan pendidikan non formal.

AN

da

AN

AN

n




SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

11.Penelitian dan pengesahan Surat Tanda Tamat Bethiafatau ijazah pada

12.Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi u aténformation

pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidi&a formal.

Communication Technology (ICT) pada satuan pendidikdasar, pendidikan

menengah dan pendidikan non formal

4. Sarana dan Prasarana

. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasionahtdamasional sarana dan

. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan rmagseadidikan dasar,

. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidik&ruai@adini, pendidikan dasg

. Penyusunan standar baku sarana dan prasaranaipandidak usia dini, pendidikan

. Pengadaan buku pelajaran modul dan bahan ajargsadhdikan dasar, pendidikan

prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikarardgendidikan menengah dan

pendidikan non formal.

pendidikan menengah dan pendidikan non formal.

pendidikan menengah dan pendidikan non formal.

dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non forma

. Penyusunan rencana pengadaan, pendistribusian elahayagunaan sarana dan

prasarana pada pendidikan dasar, pendidikan mahetlagn pendidikan non formal

menengah dan pendidikan non formal.

. Penyusunan perencanaan pengadaan, rehabilitashasatan prasarana pada

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan peragidikn formal.




SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

. Pengawasan dan pendistribusian penggunaan BlangkB 8an/atau ijazah, rapof

—

prograss raport, format penilaian dan sejenisnyka geendidikan dasar, pendidikan

menengah, dan pendidikan non formal

5. Pendidik dan
Kependidikan

Tenag

. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga keplesudigdendidikan anak usia dini,

. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenagendidixan PNS untuk

3. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan P&hdipaten.

4. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan pewjadupendidik dan tenaga

. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenagadiéi@an pendidikan anak

. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan p&ta pendidikan anak usia

. Pelaksanaan kerja sama dalam dan luar negeri patg@ans pendidikan dasar,

pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan formal sesuai

kewenangannya.

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pekaidmenengah dan pendidikan

non formal sesuai kewenangannya

kependidikan pendidikan pendidikan anak usia diendidikan dasar, pendidikan

menengah dan pendidikan non formal.

usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengatpéadidikan non formal.

=]

dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dardigd&an non formal selai

karena alasan pelanggaran ketentuan/peraturandaegrgrundangan.

pendidikan menengah, dan pendidikan non formal




SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

8.

10.

11.

Pelaksanaan sertifikasi pendidik dan tenaga kepiaah pada satuan pendidikan

dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan noraform

Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan peddiditenaga kependidikan

pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengahpendidikan non formal

sesuai dengan bidang tugasnya.
Pengelolaan data dan informasi, peningkatan komgpetpendidik dan tenag

a

kependidikan pada satuan pendidikan dasar, perdidikenengah, dan pendidikan

non formal.
Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan, pengembarigair pendidik dan tenag
kependidikan pada satuan pendidikan dasar, pemdidikenengah, dan pendidik|

non formal.

6. Pengendalian
Pendidikan

Mut

u1. Penilaian Hasil Belajar

Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikanrdpsadidikan menengah d:
pendidikan non formal.
Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasilgksanaan ujian semester, uji
sekolah, dan ujian nasional pada pendidikan dgsamdidikan menengah, da
pendidikan non formal .
Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasilgi@anaan uji kompetensi pa
pendidikan menengah kejuruan

Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian semagter,sekolah dan uji kompetens
Penyelenggaraan ujian semester dan ujian tengabsgampada satuan pendidik
dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan noreform

an

an

AN

an
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SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

6. Penyelenggaraan ujian sekolah pada satuan pendiddsar, pendidikan menengah,
dan pendidikan non formal.

2. Evaluasi

1. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalurarjgnjdan jenis pendidikan pagda
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pekaidmenengah dan pendidikan
non formal .

2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasionaitdenasionapendidikan pada
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pekaiidmenengah dan pendidikan

non formal .

3. Akreditasi

1. Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikaard@agndidikan menengah, dan
pendidikan non formal.
2. Pelaksanaan pembinaan evaluasi diri pada satuadiddem dasar, pendidikan

menengah dan pendidikan non formal.

4. Penjaminan Mutu

1Supervisi dan fasilitasisatuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah dan pendidikan non formal dgs@maminan mutu untuk
memenuhi standar nasional pendidikan.

2. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertamedrnasional dalam penjaminan
mutu untuk memenuhi standar internasigmadia pendidikan dasar, dan pendidikan

menengabh.




SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

3. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbdsssnggulan lokal dalam
penjaminan mutu.

4. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutarspendidikan .

7. Pendidikan masyarakat

Kebijakan

Pemberian serta pencabutan Izin penyelenggaraanspaghipendidikan kesetaraan

2. Pembiayaan

1. Pembiayaan untuk sosialisasi publikasi dalam pemggaraan pada satugn
pendidikan kesetaraan
2. Pemberian kompensasi bagi tenaga pendidik dan depkan pada satuan pendidikan

kesetaraan

3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pamdiddn latihan pada satugn

pendidikan kesetaraan.

4. Pengendalian mutu pendidikan

Pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikarekaset

8. Pendidikan Seni Budaya

Relestarian

1. Pelestarian nilai-nilai seni budaya dan budi pekeada tingkat pendidikan dasar,

2. Penanaman rasa cinta seni budaya bangsa pada iRandidasar, pendidikan

pendidikan menengah, dan pendidikan non formal.

menengah, dan pendidikan non formal.




SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

2. Pembinaan

. Pembinaan bibit unggul bidang seni budaya pada igdad dasar, pendidikan

. Pembinaan karya seni budaya melalui muatan lolgd pandidikan dasar, pendidikan

menengah, dan pendidikan non formal.

menengah, dan pendidikan non formal

3. Pengembangan

. Pelaksanaan pengembangan bakat dan kreativitabis#gya pada tingkat pendidikan

. Pengembangan potensi sekolah di bidang seni bugaga pendidikan dasa

dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan noreform

=

pendidikan menengah, dan pendidikan non formal

4. Pendidikan dan pelatihan

. Pendidikan dan pelatihan cabang-cabang seni bugmga pendidikan dasar,

. Pendidikan dan pelatihan bagi guru pembina senaymdada pendidikan dasar,

=

pendidikan menengah, dan pendidikan non formal.

pendidikan menengah, dan pendidikan non formal

5. Apresiasi dan Pameran Seni

. Pelaksanaan pentas seni siswa pendidikan dasadidpg@am menengah dan

. Pelaksanaan apresiasi seni siswa pendidikan dasadidikan menengah, dan

. Pelaksanaan pameran karya seni rupa siswa padadipanddasar, pendidikan

. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi pendidi@am dan budi pekerti pada

pendidikan non formal.

pendidikan non formal.

menengah, dan pendidikan non formal.

tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah peadidikan non formal




b. Urusan Bidang Kesehatan

SUB BIDANG

SUB - SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

1. Upaya Kesehatan

1. Pencegahan dan Pemberanta

Penyakit

shn Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikejadian luar biasa .
Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangarkipemgaular .
Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangarkip&édg menular tertenty
Penyelenggaraan operasional penanggulangan mdssdahatan akibat benca
dan wabah .

5. Pembinaan peran serta masyarakat

2. Lingkungan Sehat

1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangampaeacdingkungan.

2. Penyehatan lingkungan.

3. Perbaikan Gizi Masyarakat

1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk .
2. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk .

3. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.
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SUB BIDANG SUB - SUB BIDANG RINCIAN URUSAN
4. Pelayanan Kesehatan Perorangdn Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji.
dan Masyarakat 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujekander .
3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah parhatrpencil, rawan da
kepulauan .
4. Reqistrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatasuai ketentuan/peratur
perundang-undangan.
5. Pemberian rekomendasi Izin sarana kesehatan tertganig diberikan olel
pemerintah dan provinsi.
6. Pemberian Izin sarana kesehatan meliputi Rumalt Sakierintah Kelas C, Kela
D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berketdkmnklinik umum/spesialis
rumah bersalin, Klinik dokter keluarga/dokter gidieluarga, kedoktera
komplementer, dan pengobatan tradisional, seréenagpenunjang yang setara.
7. Penyelenggaraan kesehatan keluarga
. Pembiayaan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat 1. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemelihar&sehktan sesuai kond
Kesehatan lokal.

2. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatamabgiugas Pembantuan).

3. Bimbingan dan pengendalian jaminan pemeliharaashegan.

Si

. Sumber Daya

Manusia Kesehatan

Peningkatan Jumlah, Mutu

Penyebaran Tenaga Kesehatan

di

an.
2.
3.

Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis.
Pendayagunaan tenaga kesehatan .

Pelatihan teknis skala kabupaten.

-11 -



SUB BIDANG SUB - SUB BIDANG RINCIAN URUSAN
4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatdertentu sesuai
ketentuan/peraturan perundang-undangan
5. Pemberian lIzin praktik tenaga kesehatan tertentu.
4. Obat dan Perbekalaketersediaan, Pemerataan, Mutu Obdt Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesebatam, alat kesehata
Kesehatan dan Keterjangkauan Harga Obat Serta reagensia dan vaksin

Perbekalan Kesehatan

2.

o o ko

7.

Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi dnigga
Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distebdsian farmasi.
Pengawasan dan registrasi makanan minuman produkah tangga.
Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I.

Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK darustnd Kecil Obat
Tradisional (IKOT).

Pemberian Izin apotik dan toko obat.

5. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Individu, Keluarga d

Masyarakat Berperilaku Hidup Sel

Bersumberdaya Masyarakat (UKBM

adhAenyelenggaraan promosi kesehatan .

at

dan Pengembangan Upaya Kesehatan

n,

6.

Manajemen Kesehatan

1. Kebijakan

Penyelenggaradnmbingan dan pengendalian operasionalisasi bidasghatan.

2. Penelitian dan Pengembang

Kesehatan

an

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kaselyaing mendukun
perumusan kebijakan Daerah.

Pengelolaan asuransi kesehatan Daerah .

(@]

=)

Implementasi penapisan llmu pengetahuan dan tegnalo bidang pelayana
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SUB BIDANG SUB - SUB BIDANG RINCIAN URUSAN

kesehatan .

3. Kerjasama Luar Negeri Penyelenggaraan kerjasama luar negeri .

4. Peningkatan = Pengawasan ddembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan .
Akuntabilitas

5. Pengembangan Sistem Inform{ Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) .
Kesehatan (SIK)

-13 -




c. Urusan Bidang Lingkungan Hidup

SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

1. Pengendalian
Lingkungan

Dampa

ik1. Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3)

N o 0o~ w b PRE

Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 .

Izin pengumpulan limbah B3 pada kecuali minyakimes/oli bekas.
Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencentianbah B3 pada .
Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat .

Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengeloladrah B3 kabupaten.
Izin lokasi pengolahan limbah B3.

Izin penyimpanan sementara limbah B3 di indugauausaha suatu kegiatan.

2. Analisis Mengenai
Lingkungan (AMDAL)

Dampak 1.

. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL.

. Pengawasarterhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantaggaroan hidug

Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiagang mempunyai dampz
penting terhadap lingkungan hidup di kabupaterd ke¢suai dengan norma, stan

dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah.

bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib ghiapi AMDAL dalam wilayah
Daerah.

Pengawasaterhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantagkorigan hidug
bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di isaha dan/atau kegiatan ya

wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Daerah.

174

dar

ng
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

AN

n
ak

3. Pengelolaan Kualitas Air dan1. Pengelolaan kualitas air .
Pengendalian Pencemaran Air 2. Penetapan kelas air pada sumber air .

3. Pemantauan kualitas air pada sumber air .

4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air .

5. Pengawasan terhadap penaatan persyaratan yangideradalam izin pembuanga
air limbah ke air atau sumber air.

6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksadagerhpelaksanas
penanggulangan pencemaran air pada keadaan ddanfatau keadaan yang tid
terduga lainnya.

7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendadiacemaran air .

8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau suiaber

9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untukaglpada tanah.

4. Pengelolaan Kualitas Udara dani. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumbeefa&rdan tidak bergerak .
Pengendalian Pencemaran Udaral 2. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendé&exramotor lama secara berkal;

3. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitag udar

Pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab desafadau kegiatan yar
dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udarasudiatber bergerak dan tida
bergerak .

Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan

g
ak
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SUB BIDANG SUB SUB BIDANG RINCIAN URUSAN

5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran damkaerusilayah pesisir dan
Kerusakan Pesisir dan Laut laut.

2. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran deké&tsakan wilayah pesisir

dan laut .

Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut.

Pengawasan penaatan instrumen pengendalian perredasar/atau kerusakan .
Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisirldan.

Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kulhtdgingan pesisir dan laut .

N o ok w

Penegakan hukum terhadap peraturan pengendali@erparan dan/atau kerusakan
pesisir laut yang dikeluarkan oleh Daerah atau ydiimpahkan kewenangannya

oleh Pemerintah.

6. Pengendalian Pencemaran dan/g 1. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkurgdnp yang berkaitan dengan
Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran kebakaran hutan dan/atau lahan.
Hutan dan/atau Lahan 2. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan .
3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/ateenpaan lingkungan hidup
yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atawn Ighag berdampak atau
diperkirakan dapat berdampak .
4. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkuhglup yang berkaitan

dengan kebakaran hutan dan/atau lahan .
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

7.

Pengendalian Pencemaran dan/atau Penetapan kriteria baku kerusakan lahan dan/atei tekabupaten untuk kegiat

Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan

Produksi Biomassa

pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdadaitena baku kerusakan tanah
nasional.

Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah.
Pengawasaatas pengendalian kerusakan lahan dan/atau taitzt k&giatan yang
berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak .

Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tatuk produksi biomassa.

Pemcaran dan
Akiba

Penanggulangan
Kerusakan Lingkungan

Bencana

. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakanrgmkakibat bencana .
at 2.

Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana .

Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan behiegkangan .

Standar Nasional Indonesia (SN

\lPembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan stemdgetensi personil bidang

dan Standar Kompeten pengelolaan lingkungan hidup pada .
Personil Bidang Lingkungan Hidup
10. Pengembangan Perangkat Ekon¢ 1. Penetapan kebijakan di bidang penerapan instrurkenoeni untuk pengelolaan
Lingkungan sumber daya alam dan lingkungan kabupaten.
2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekataam pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yarsabgkutan.
3. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan esurdhya alam dan
lingkungan.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

Si

an

11. Penerapan Sistem ManajemdPembinaan dan pengawasan penerapan sistem manaj@my&nngan, ekolabe
Lingkungan, Ekolabel, Produksproduksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkangang mendukung pola produk
Bersih, dan Teknologi Berwawasadan konsumsi yang berkelanjutan pada .

Lingkungan

12. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)| 1. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di Daerah.

2. Penyelenggaraan Diklat di bidang lingkungan hidegusi permasalahan lingkung
hidup.

13. Pelayanan Bidang LingkungarPenyelenggaraan pelayanan di bidang pengendaiigkuingan hidup .

Hidup

14. Penegakan Hukum Lingkungan Penegakan hukum linglkung

15. Perjanjian Internasional di Bidangl. Pelaksanaan dan pemantauan penaatan atas parjaripanasional di bidan
Pengendalian Dampak Lingkungan  pengendalian dampak lingkungan .

2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi alakagr.

17. Perubahan lklim dan Perlindungani. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dgapgkahan iklim .

Atmosfir 2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon earaptauan .
3. Pemantauan dampak deposisi asam .
18. Laboratorium Lingkungan Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengautidban Daerah.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

2.

Konservasi Sumber Daya
Alam (SDA)

|

Keanekaragaman Hayati

N

o kW

. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaeaghayati .

Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservagpetaanfaatan berkelanjut:
keanekaragaman hayati .

Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemer&sategkaragaman hayati .
Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konseaek&eagaman hayati .
Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekamagaiayati .

Pengembangan manajemen sistem informasi dan péaelo databas

keanekaragaman hayati .

D
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d. Urusan Pekerjaan Umum

SUB BIDANG

SUB - SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

1.

Sumber Daya Air

1. Pengaturan

el

Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya Raetah.

Penetapan pola pengelolaan sumber daya air paagalisungai dalam satu Daerah.
Penetapan rencana pengelolaan sumber daya aimdaglah sungai dalam satu Daera
Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sunmhj@ada wilayalsungaidalam satu
Daerah.
Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air diatkau pada wilayah sungai dala
satu Daerabh.

Pembentukan komisi irigasi di Daerah.

h.

AM

2. Pembinaan

. Penetapan dan pemberian Izin atas penyediaan, tpkamn penggunaan da

pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungandatu Daerah.

Penetapan dan pemberian Izin penyediaan, peruntplesggunaan, dan pengusah
air tanah.

Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan kifdan pelaksanaan pengelolaan sun
daya air pada wilayah sungai dalam satu Daerah.

Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubdbharatau pembongkar:
bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringayasriprimer dan sekunder dala
daerah irigasi yang berada dalam satu Daerah.

Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pdagelsumber daya air .

AN

aan

ber

AN

M
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SUB BIDANG

SUB - SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

6. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air di Daerah.

3. Pembangunan/ Pengelolaan

a kb 0N

Konservasi sumber daya air pada wilayah sunganda&tu Daerah
Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sualgan ¢atu Daerah.
Pengendalian daya rusak air yang berdampak .

Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air .

Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primwersékunder pada daerah irigasi
dalam satu Daerah
Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sisterasrigrimer dan sekunder pada daerah
irigasi dalam satu Daerah yang luasnya kurangld@@o ha.
Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sumigaiau, waduk dan pantai pada

wilayah sungai dalam satu Daerah

4. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan pengsiatalaer daya air pada wilayah sungai dalam Daerah.
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SUB BIDANG

SUB - SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

2. Bina Marga

1. Pengaturan

1.

Pengaturan jalan kabupaten:

Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupa®m dan jalan kot
berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan @emgemperhatikan keserasian ar
daerah dan antar kawasan.

a

itar

Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan abupaten/Desa dan jalan

kota.

3. Penetapan status jalan kabupaten/Desa dan jalan kot

4. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jarijagan kabupaten/desa d

jalan kota.

2. Pembinaan

Pembinaan jalan kabupaten :

a. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikanpgdetinan para aparat
penyelenggara jalan kabupaten/Desa dan jalan kota.

b. Pemberian Izin, rekomendasi, dispensasi dan peatiggn pemanfaatan rua
manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawaalan.

Pengembangan teknologi terapan di bidang jalarkyatan kabupaten/Desa dan jal

kota.

an

3. Pembangunan dan Pengusahaa

n Pembangunan jalan kabupaten:

a. Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/Desa darkjah.

b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaemgadaan lahan, sel

pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/Desa dam kaita.
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SUB BIDANG

SUB - SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupatendaagalan kota.

d. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabujesa dan jalan kota.

4. Pengawasan

Pengawasan jalan kabupaten:

a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupates@dan jalan kota.

b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembanguaan kabupaten/Desa dan jalan

kota.

3. Perkotaan dan Perdesaan

1. Pengaturan

1. Penetapan kebijakan dan strapmgnbangunan perkotaan dan p

kabupaten (mengacu kebijakan nasional dan provinsi)

2. Penetapan peraturan daerah kabupaten mengengenpleangan

perdesaan berdasarkan NSPK.

erdesaan wilpyah

perkotaan dan

2. Pembinaan

perkotaan dan pedesaan .

2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam mgmba

perdesaan di Daerah.

Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangwan pengelolaan RS

perkotaan dan
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SUB BIDANG

SUB - SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

3. Pembangunan

1Penyiapan program pembangunan sarana dan praspesketaan dan perdesagn
jangka panjang dan jangka menengah kabupaten dengagacu pada RPJP dan
RPJM nasional dan provinsi.

2. Penyelenggaraan kerjasamal/kemitraan antara PeateriMaerah/dunia usaha/
masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan staan@asarana perkotaan dan
perdesaan di lingkungan Daerah.

3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dangsradk$aerah

4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunkotgser dan perdesaan |di
Daerah.

4. Pengawasan

1Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanadammrinan dan pengelolagn
kawasan perkotaan dan perdesaan di Daerah.

2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

4. Air Minum

1. Pengaturan

1Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai akafij dan strateg
pengembangan air minum di Daerah.

2. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di Daerah

3. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PSnaimnberdasarkan SPM yamng

disusun Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

4. Pemberian Izin penyelenggaraan pengembangan SPANMayahnya.
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SUB BIDANG

SUB - SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

2. Pembinaan

1. Penyelesaian masalah dan periasaia di Daerah.

2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemengrelayair minum di Daerah termas

kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.

uk

3. Pembangunan

Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk ketupengembangan SPAM
Daerah.
Pengembangan SPAM di wilayah Daerah untuk pemen8Ram.

Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepaatmmatan, Pemerintah Des

di

b,

serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam pgenggaraan pengembangan

SPAM.
Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wikdmimistrasi Daerah.
Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana @aahdeaawan air .

Penanganan bencana alam di Daerah.

4. Pengawasan

Pengawasan terhadap seluruh tahapanyelenggaraan pengembangan SP
yang berada di Daerah.

Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SBANy utuh di
wilayahnya.

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
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SUB BIDANG

SUB - SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

5. Air Limbah

1. Pengaturan

4. Pemberian Izin penyelenggaraan PS air limbah drdbae

Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembartganr Fimbah di wilayah
kabupaten mengacu pada kebijakan nasional danrsiovi

Pembentukan lembaga sebagai penyelenggara R@lzahl di Daerah.

Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK. yatapklan oleh Pemerintah d

Pemerintah Provinsi.

2. Pembinaan

1.Penyelesaian masalah pelayanan di Daerah.

2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan akatydalam penyelenggara

. Penyelenggaraan (bantek) pada Kecamatan, PemeriD&ga, serta kelompd

pengembangan PS air limbah.

masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraanrfgbah.

3. Pembangunan

. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah urdakaB dalam rangka mement

. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah

. Penanganan bencana alam tingkat lokal.

SPM.

uhi

4. Pengawasan

. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di daerah.
. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembanganizah di Daerah.

. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.
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SUB BIDANG SUB - SUB BIDANG RINCIAN URUSAN

6. Persampahan 1. Pengaturan 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengemba®@erBampahan di kabupaten
mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.

2. Penetapan lembaga penyelenggara pengelolaan patsamdi Daerah.

3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK ytgpllan oleh Pemerintah dan
Pemerintah Provinsi.

4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan .

2. Pembinaan 1Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasias@ana dunia usaha dan
masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangamrsapahan Daerah.
2. Pemberian bantuan teknis kepada Kecamatan, PeateriDésa, serta kelompok

masyarakat di Daerah.

3. Pembangunan 1. Penyelengaraan dan pembiagadrapgunan PS persampahan di Daerah.

2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS patsamDaerah.

4. Pengawasan 1Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembamgampahan di Daerah.
2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di Daerah

3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
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SUB BIDANG SUB - SUB BIDANG RINCIAN URUSAN
7. Drainase . Pengaturan 1Penetapan peraturan daerah kebijakan dan straabgipliten berdasarkan kebijak
nasional dan provinsi.
2. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pamagignangan di wilayg
kabupaten berdasarkan SPM yang disusun PemeriateRemerintah Provinsi.
. Pembinaan Peningkatan kapasitas teknik damjeraen penyelenggara drainase dan pemat
genangan di Daerah.
. Pembangunan 1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasasnabstem drainase da
penanggulangan banijir di wilayah Daerah serta knasildengan daerah sekitarnya
2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaaniR&sdrdi Daerah.
3. Penyusunan rencana induk PS drainase .
. Pengawasan 1Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem draimaspahgendali banjir di Daerah.

an

h

usan

2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dralaaspengendalian banjir

3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

Daerah.

8. Permukiman

. Kawasan Siap Bangun (Kasiba)

dan Lingkungan Siap Bangun
(Lisiba) yang berdiri sendiri:
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SUB BIDANG SUB - SUB BIDANG RINCIAN URUSAN

a.Pengaturan 1. Penetapan Peraturan Daerah kebgakastrategi Kasiba/Lisiba di Daerah.
2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba ddraldsDaerah.

b.Pembangunan 1. Penyelenggaraan pembangunan Kasteadi Daerah.

2. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat ttimgishonal dalam pembangunan
Kasiba/Lisiba.

3. Penetapan Izin Lokasi Kasiba/Lisiba di Daerah.

c.Pengawasan 1. Pengawasan dan pengendalian pguakesn Kasiba dan Lisiba di Daerah.
2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasibhisi@a di Daerah.
3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksan&ddiHaerah.

2. Permukiman Kumuh/ Nelayan:
a. Pengaturan 1. Penetapan Peraturan Daerah kebijakan dan stramginggulangan permukiman

kumuh/nelayan di Daerah.

2. Penetapan Peraturan Daerah tentang pencegahaninyabpermukiman kumuh ¢

Daerah.

b. Pembangunan 1. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkib2aarah.

2. Pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumalalyan dengan rusunawa.
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SUB BIDANG

SUB - SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

c. Pengawasan

. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian permukimmas di Daerah.
. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiomanh di Daerah.

. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSRKrdh.

3. Pembangunan Kawasan

a.Pengaturan

1.
2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK pembangunan kasvd3aerah.

Penetapan Peraturan Daerah kebijakan dan straedigngunan kawasan di Daerat

N.

b.Pembangunan

Penyelenggaraan pembangunan kawagagistnasional.

c.Pengawasan 1. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembarkguvesan di Daerah.

2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawa&sedhh.
3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSRKrdh.

9. Bangunan Gedung dan | 1. Pengaturan 1. Penetapan Peraturan Daerah mengenai bangunan gddaonfingkungan mengacu

Lingkungan pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional
2. Penetapan kebijakan dan strategi Daerah mengengiuban gedung dan lingkungan.
3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di Daerah.
4. Penyelenggaraan IMB gedung.
5. Pendataan bangunan gedung.
6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis updmigunan gedung adat, semi
permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibaidpkasi bencana.

7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunhmglmngan (RTBL).
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SUB BIDANG

SUB - SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

2. Pembinaan

. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggbhamgunan gedung d:

lingkungannya.

. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraamiaangedung dan lingkungan

3. Pembangunan

1Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungaramdmybasis pemberdayal

masyarakat.

. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dah negara yang menjadi as

Pemerintah Daerah.

. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungandyamdungi dan dilestarika

yang berskala lokal.

an

set

4. Pengawasan

. Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan/perpéutandang-undangan, pedon

dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangadamg dan lingkungannya.

. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanf#atgoembongkaran bangun

gedung.

. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunamggetn lingkungan yang

dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.

an

an

10. Jasa Konstruksi

1. Pengaturan

Pelaksanagjakabipembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapk
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SUB BIDANG

SUB - SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

2. Pemberdayaan

AN

Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi .
Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi .
Pengembangan sumber daya manusia bidang jasalkaistr
Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi
Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan pehgaolu

Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.

3. Pengawasan

Pengawasan tata lingkungan .
Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhertid

pekerjaan konstruksi.

penyelenggaraa
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e. Urusan Bidang Penataan Ruang

SUB BIDANG

SUB — SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

1. Pengaturan

1. Penetapan Peraturan Daerah bidang penataan ruBagdih.

2. Penetapan penataan ruang perairan sampai den@@anpdt) mil dari garis pantai.

3. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsigr kawasan/lahan wilaya

dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.

4. Penetapan kawasan strategis di Daerah.

2. Pembinaan

Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang.

Sosialisasi SPM bidang penataan ruang.

Pendidikan dan pelatihan.

Penelitian dan pengembangan.

Pengembangan sistem informasi dan komunikasi pemateang di Daerah..

Penyebarluasan informasi penataan ruang kepadaara&ay.

N oo kb=

Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat

3. Pembangunan

1Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang WKHapapaten (RTRWK).
. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang KeStestgis di daerah..

. Penetapan Rencana Detail Tata Ruang untuk RTRWK.

2
3
4. Penyusunan program dan anggaran Daerah.di bidawaggae ruang.
5. Pemanfaatan kawasan strategis di Daerah.

6

. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang.
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SUB BIDANG

SUB — SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

7. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dawRTR

8. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis Daeralk@avasan lintas daerah
bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, masyarakdudia usaha.

9. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang.

10.Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RARIAh Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis di Daerah.

11.Perumusan program sektoral dalam rangka perwujsttaktur dan pola pemanfaatan
ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis elidba

12.Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan wilayah Daerah dan
kawasan strategis di Daerah.

13.Pengendalian pemanfaatan ruang di Daerah.

14.Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan stratejaedah.

15.Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pafigangdemanfaatan ruang (di
Daerah.

16.Pemberian Izin pemanfaatan ruang yang sesuai détipakivK.

17.Pembatalan Izin pemanfaatan ruang yang tidak sdsagian RTRWK.

18.Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakaemulign pemanfaatan ruang
di Daerah.

4. Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanataapanang di Daerah.
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f. Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan

SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dae

am. Perumusan Kebijakan

10.

11.

12.

Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan daengafign pembangunan

Daerah.

2. Pelaksanaan perencanaan pembangunan di Daerah.

Penetapan pedoman dan standar perencanaan pemdrangiaeral
Kecamatan/Desa.

Pelaksanaan SPM di Daerah.

5. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daeratand@m Daerah dengan

swasta, dalam dan luar negeri.

Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pemiangii Daerah..

Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasaimgkungan perkotaan
Daerah.

Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasalingkungan perkotaa
di Daerah.

Penetapan keserasian pengambangan perkotaan dasgser di Daerah.
Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pemggamb perkotaan da
kawasan perdesaan di Daerah.

Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan legjaab pengembang
wilayah dan kawasan di Daerah.

Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkio@aerah.

AN

N
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SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

13.
14.

15.

16.

17.

Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perlditBaerah.

Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pgmbanperwilayahan
Daerah.

Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pemdarperwilayahan ¢
Daerah.

Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, ped#si pulau-pulau kecil ¢
Daerah.

Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh adteandi Daerah.

2. Bimbingan, Konsultasi dan

Koordinasi

10.

1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengemgalabangunan di Daerabh.
2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengengatrdrangunan di Daerah.
3. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antarén adbergan swasta, dalam d

luar negeri di Daerah.

Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama p&minaan antar Kecamatan/De
dan antara kecamatan/desa dengan swasta, daldoadaegeri di Daerah.
Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan peagkaodi Daerah.

di Kecamatan/Desa.

7. Konsultasi pelayanan perkotaan di Daerah.

Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan pgaegtodi Kecamatan/ Desa.

9. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan déespan di Daerah.

Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian @ebgngan perkotaan d

an

Sa

6. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaandsam dan lingkungan perkotaan
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SUB-SUB BIDANG
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11.

12.

13.

14.

15.

perdesaan di Kecamatan/ Desa.

Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan ppldau kecil di Daerah.
Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepdiuh dan andalan di Daerah
Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembatayain dan kawasan ¢
Kecamatan/Desa.

Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen mbaggan wilayah da
kawasan di Daerah.

Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembtayatn dan kawasan ¢

Kecamatan/Desa.

b

)

"

3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

1Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaabgregunan di Daerah.

2. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala KeaafDatsa.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaanbamqmpman d
Kecamatan/Desa.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanagas&era pembangunan an
Kecamatan/Desa dan antara kecamatan/desa dengsta,ssedam dan luar negeri

Daerah.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan akaw dan IingkungaE
gan

perkotaan skala kabupatenMonitoring dan evaluasakpanaan pengemban
wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau keciDderah.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaayepdrangan kawasan prioritg

tar
di

1S,

-37-



SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaaerdsisn pengembangan

cepat tumbuh dan andalan di Daerah.

perkotaan dan kawasan perdesaan di Daerah.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanadrad@p kelembagaan dan

manajemen pengembangan wilayah dan kawasan dilDaera

4. Penelitian dan pengembangan

3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan, pelaksanaeafitige dan pengembangan
4. Pengkayaan hasil-hasil penelitian baik hasil peaii sendiri maupun sumber-

Renetapan kebijakan penelitian dan pengembangan.
Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembadegagan lembaga pelitian dan

perguruan tinggi.

sumber penelitian lainnya.
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g. Urusan Bidang Perumahan

SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG RINCIAN URUSAN

1. Pembiayaan 1. Pembangunan Baru 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupatadang pembiayaan perumabhat

-

2. Penyusunan NSPM kabupaten bidang pembiayaan peammah

3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaistramien pembiayaan dalam rangka
penerapan sistem pembiayaan.

4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan peramébpada para pelaku di Daerah.

5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahaerdihDa

6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan danigamiumah serta penyelenggaraan
rumah sewa.

7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaamalean di Daerah..

8. Evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumuiizaerah..

2. Perbaikan 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program Dadréidang pembiayaan perumahan.
2. Penyusunan NSPM Daerah bidang pembiayaan perumahan.

w

Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengasiramien pembiayaan dalam rangka
penerapan sistem pembiayaan.

Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahardiegpara pelaku di Daerah..
Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahaerdihDa

Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangumaah swadaya milik.

Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaamaleam di Daerah..

© N o g &

Evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perunchiizaerah..
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2. Pembinaan Perumahan Formal

1.

Pembangunan Baru

1. Penyusunan dan penyempurnaan ketentuan/peraturamdpag-undangan daerah |di
bidang perumahan.

2. Peninjauan kembali kesesuaian ketentuan/peraturarungang-undangan bidang
perumahan di Daerah.dengan ketentuan/peraturamgserg-undangan di atasnya.

3. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pemabangdan pengembangan pada di
Daerah.

4. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industnmadran di Daerah.

5. Pelaksanaan ketentuan/peraturan perundang-undapgaluk NSPM, serta kebijakan
dan strategi nasional perumahan.

6. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan.

7. Pemanfaatan badan usaha pembangunan perumahanBUMKN,BUMD, koperasi,
perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidaagauindustri bahan bangunan,
industri komponen banguan, konsultan, kontraktor gengembang.

8. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, paembandan pengelolaan PSU|di
daerah.

9. Pelaksanaan hasil sosialisasi.

10. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunampéean.

11.Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan

12.Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha peméangerumahan, balk
BUMN,BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yaargerak di bidang usaha
industri bahan bangunan, industri komponen bangukamsultan, kontraktor dan

pengembang di Daerah.
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13.Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dapmnyelenggaraan pembangunan

perumahan dan PSU yang berdampak lokal.

14.Perumusan RPJP dan RPJM di Daerah..

15. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan dabaer

16.Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap denggedpmean tanah, PSU d:
melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkofaamatasan internasional, pu
kegiatan, perdagangan/produksi.

17.Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umuagasetiimulan di RSH, Rusun d
Rusus dengan Pelaksanaan pengelolaan dan pematihara

18.Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulaa gaerah terpencil dan uji co
serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan, peagedanah, PSU umum.

19.Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban berdmmakhusus lainnya ser
pengelolaan depo dan pendistribusian logistik paiaye lahan, pengaturan, pemanfaz

seluruh bantuan.

ta

itan

2. Perbaikan

1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dagemmdangan perumahan
Daerah.

Pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsi adiuatna di Daerah.
Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU pesisir daai paria pulau kecil di Daerah.
Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan.

Penetapan harga sewa rumah.

IR e

Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampugrggumgsi lintas kawasan

Daerah.

di

di
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3. Pemanfaatan

Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagéarpesyelenggaraan perumal
dengan dana tugas pembantuan.

Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBRudeh khusus, rumah nelaya
perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil.

Pengelolaan PSU bantuan pusat.

Pembentukan kelembagaan perumahan di Daerah.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijatabapgunan dan pengelola
perumahan.

Penyusunan pedoman dan manual penghunian, danl@eageperumahan setemg
dengan acuan umum SPM nasional.

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusunsian r

an

AN,

an

at

3. Pembinaan Perumahan Swadaya

1. Pembangunan Baru

Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten terd¢anigaga pendukung pembangur
perumahan, pendataan perumahan dan peningkatarsitkapgelaku pembangun
perumahan swadaya.

Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten tentang pemuswadaya.

Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadayarmitDa

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kalemptentang lembaga penduky
pembangunan perumahan, pendataan perumahan dangksan kapasitas pelal
pembangunan perumahan swadaya.

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi katlemp tentang lembaga penduky
pembangunan perumahan, pendataan perumahan dangksan kapasitas pelal

pembangunan perumahan swadaya.

1an

ng
KU

ng
u

La)
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Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten teigarizaga pendukung pembangunar

N

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebigskarstrategi kabupaten tentang

lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataamahan dan peningkat
kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPMbamgunan perumahan swadayé
Daerah.

Pengkajian kebijakan dan Peraturan Daerah yarkpitedengan pembanguni

perumahan swadaya.

an

2. Pemugaran

Perumusan kebijakan dan strategi Daerah tentangyaga pendukung pembangun
perumahan, pendataan perumahan dan peningkatarsitkapgelaku pembangun
perumahan swadaya.

Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swaday

Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadayarmitDa

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kalemptentang lembaga penduky
pembangunan perumahan, pendataan perumahan dangksan kapasitas pelal
pembangunan perumahan swadaya.

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Dadentang lembaga penduku
pembangunan perumahan, pendataan perumahan dangksan kapasitas pelal
pembangunan perumahan swadaya.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebigkanstrategi Daerah tenta
lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendaaamahan dan peningkat

kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

ng
KU
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Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPMbamgunan perumahan swadayé
Daerah.
Pengkajian kebijakan dan Peraturan Daerah yangiteldngan pembangunan peruma

swadaya.

L di

nan

3. Perbaikan

Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten ter¢anmigaga pendukung pembangur
perumahan, pendataan perumahan dan peningkatarsitkapgelaku pembangun
perumahan swadaya.

Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swaday

Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadayarmitDa

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kalemptentang lembaga penduky
pembangunan perumahan, pendataan perumahan dangksan kapasitas pelal
pembangunan perumahan swadaya.

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Dadentang lembaga penduku
pembangunan perumahan, pendataan perumahan dangksan kapasitas pelal
pembangunan perumahan swadaya.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebigdanstrategi Daerah tenta
lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendaaamahan dan peningkat
kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPMb@ngunan perumahan swadaya
Daerah.
Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupyatem terkait dengan pembangur

perumahan swadaya.

1an

ng
KU

2 di

an
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4. Perluasan

Perumusan kebijakan dan strategi Daerah tentangyaga pendukung pembangun
perumahan, pendataan perumahan dan peningkatarsitkapgelaku pembangun
perumahan swadaya.

Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swaday

Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadayarmitDa

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kalemptentang lembaga penduky
pembangunan perumahan, pendataan perumahan dangksan kapasitas pelal
pembangunan perumahan swadaya.

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi katlemp tentang lembaga penduky
pembangunan perumahan, pendataan perumahan dangksan kapasitas pelal

pembangunan perumahan swadaya.

an

ng
KU

ng
u

La)

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijsarstrategi kabupaten tentang

lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendaaamahan dan peningkat
kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPMb@ngunan perumahan swadaya
Daerah.

Pengkajian kebijakan dan Peraturan Daerah yangiteldngan pembangunan peruma

swadaya.

an

2 di

nan
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SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

5. Pemeliharaan

Perumusan kebijakan dan strategi Daerah tentangyaga pendukung pembangun
perumahan, pendataan perumahan dan peningkatarsitkapgelaku pembangun
perumahan swadaya.

Penyusunan RPJP dan RPJM perumahan swadaya.

Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadayarmitDa

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Dad¢emtang lembaga penduku
pembangunan perumahan, pendataan perumahan dangksan kapasitas pelal
pembangunan perumahan swadaya.

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Dadentang lembaga penduku
pembangunan perumahan, pendataan perumahan dangksan kapasitas pelal
pembangunan perumahan swadaya.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebigdanstrategi Daerah tenta
lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendaaamahan dan peningkat
kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPMb@ngunan perumahan swadaya
Daerah.

Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupyatem terkait dengan pembangur

perumahan swadaya.

an

2 di

an
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6. Pemanfaatan

Perumusan kebijakan dan strategi Daerah tentangyaga pendukung pembangun
perumahan, pendataan perumahan dan peningkatarsitkapgelaku pembangun
perumahan swadaya.

Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swaday

Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadayarmitDa

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Dad¢emtang lembaga penduku
pembangunan perumahan, pendataan perumahan dangksan kapasitas pelal
pembangunan perumahan swadaya.

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Dadentang lembaga penduku
pembangunan perumahan, pendataan perumahan dangksan kapasitas pelal
pembangunan perumahan swadaya.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebigdanstrategi Daerah tenta
lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendaaamahan dan peningkat
kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPMb@ngunan perumahan swadaya
Daerah.

Pengkajian kebijakan dan Peraturan Daerah yangiteldngan pembangunan peruma

swadaya.

an

2 di

nan
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5. Pengembangan Kawasan

1. Sistem Pengembanga

Kawasan

Penetapan kebijakan dan strategi dalam pengemb&agasan.

Penyusunan Rencana Daerah dalam Pembangunan dgenf@amgan Perumahan d
Permukiman Daerah (RP4D).

Pembinaan teknis penyusunan RP4D di Daerah.

Penyusunan RP4D di Daerah..

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dateg)i pengembangan kawasan
RP4D di Daerah.

Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategep#angan kawasan dan RP4D

Daerah.

an

dan

di

2. Kawasan Skala Besar

Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalayelemggaraan pembangunan (
pengelolaan kawasan skala besar.
Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pguomaza dan pengelolaan kawas
skala besar di Daerah.

Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan peaagekawasan skala besar
Daerah.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggapmsmbangunan dan pengelol3
kawasan skala besar di Daerah.
Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembamdamaengelolaan kawasan sk

besar di Daerah.

Jan

bain

di

lan

ala
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3. Kawasan Khusus

Penetapan kebijakan dan strategiDaerah dalam memgdraan pembangunan (@
pengelolaan kawasan khusus.
Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pgumzan dan pengelolaan kawag

khusus di Daerah.

Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan peagéawasan khusus di Daerabh.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggapmembangunan dan pengelolg
kawasan khusus di Daerah.
Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangiama pengelolaan kawas

khusus

an

bain

lan

an

4. Keterpaduan Prasarana

Kawasan

Penetapan kebijakan dan strategi Daerah dalam lemggmraan keterpaduan prasar
kawasan.

Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan &dtenp prasarana kawasan
Daerah.

Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prakavaasan di Daerah.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggdtammpaduan prasarana kawasa
Daerah.

Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan ketenpaiisarana kawasan di Daerah.

ana

di

n di
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5. Keserasian Kawasan

Penetapan kebijakan dan strategi Daerah dalam leeiggmraan keserasian kawasan

lingkungan hunian berimbang.

Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan giesereawasan dan lingkungs
hunian berimbang di Daerah.

Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasdmglamgan hunian berimbang

Daerah.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggarkaserasian kawasan d
lingkungan hunian berimbang di Daerah.

Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan kesekasiasan dan lingkungan huni

berimbang di Daerah.

dan

an

5. Pembinaan Hukum, Peraturan
Perundang-undangan dan

Pertanahan untuk Perumahan

1. Pembangunan Baru

Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peratysarundang-undangan bida
perumahan di Daerah.

Pelaksanaan kesesuaian Peraturan Daerah dengamu&etperaturan perundan
undangan terkait di bidang perumahan.

Pelaksanaan sosialisasi ketentuan/peraturan  gemgrundangan bidang perumal
dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum pahindungan hukum dala
bermukim di Daerah.

Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksdsantuan/peraturan perundar
undangan bidang perumahan di Daerah.

Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalahedgketa bidang perumahan
Daerah.

Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah danetariglang perumahan di Daerah.

g_

1an

m

di
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7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialis&?M bidang perumahan di Daerah.

8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lattak pembangunan perumahan di
Daerah.

9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunamaien sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan di Daerah.

10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunamaiegn sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan.

11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentangogegunan perumahan sesuai dengan
penataan ruang dan penataan pertanahan.

12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaks&eb@gakan Daerah tentang
pembangunan perumahan sesuai dengan penataarderapgnataan pertanahan.

13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangwramphan di Daerah.

2. Pemugaran 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peratyrarundang-undangan bidang

perumahan di Daerah

2. Pelaksanaan kesesuaian Peraturan Daerah dengartuéiatperaturan perundang-
undangan terkait di bidang perumahan.

3. Pelaksanaan sosialisasi ketentuan/peraturan pergnotelangan bidang perumahan
dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum gtindungan hukum dalam

bermukim di Daerah
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10.

11.

12.

13.

Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksdm®antuan/peraturan perundat
undangan bidang perumahan di Daerah

Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalahedgketa bidang perumahan
Daerah

Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah danetariglang perumahan di Daerah
Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialis&?M bidang perumahan di Daerah
Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lattak pembangunan perumahan
Daerah.

Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunamadean sesuai dengan penat
ruang dan penataan pertanahan di Daerah

Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunamaden sesuai dengan penat
ruang dan penataan pertanahan.

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentangoaegunan perumahan sesuai den
penataan ruang dan penataan pertanahan.
Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaks&ebgakan Daerah tentar
pembangunan perumahan sesuai dengan penataarderapgnataan pertanahan.

Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangueammahan di Daerah.

di

di

aan

aan

gan

g
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3. Perbaikan

10.

11.

Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan ket@etan/an perundang-undang
bidang perumahan di Daerah.

Pelaksanaan kesesuaian Peraturan Daerah dengartuéiatperaturan perundan
undangan terkait di bidang perumahan.

Pelaksanaan sosialisasi ketentuan/peraturan  gergrundangan bidang perumal
dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum mdindungan hukum dalai
bermukim di Daerah.

Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksd®antuan/peraturan perundal
undangan bidang perumahan di Daerah.

Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dgkete bidang perumahan
Daerah.

Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah danetariglang perumahan di Daerah.
Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialis&?M bidang perumahan di Daerah.
Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lattak pembangunan perumahan
Daerah.

Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangpeamrmahan sesuai deng
penataan ruang dan penataan pertanahan di Daerah.
Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangpeammahan sesuai deng
penataan ruang dan penataan pertanahan.
Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentangoaegunan perumahan sesuai den

penataan ruang dan penataan pertanahan.

an

g_

1an

di

di

an

an

gan
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SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

12.

13.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaks&sdsakanDaerah tentar
pembangunan perumahan sesuai dengan penataardemapgnataan pertanahan.
Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangwramphan di Daerah.

4. Perluasan

Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan ket@et@dn/an perundang-undang

bidang perumahan di Daerah.

Pelaksanaan kesesuaian Peraturan Daerah dengantusietperaturan perundang-

undangan terkait di bidang perumahan.
Pelaksanaan sosialisasi ketentuan/peraturan  geergrundangan bidang perumal
dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum mrindungan hukum dalai
bermukim di Daerah.
Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksdsantuan/peraturan perundar
undangan bidang perumahan di Daerah.

Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalahedgketa bidang perumahan
Daerah.

Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah danetariglang perumahan di Daerah.

g

an

1an

n

di
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SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG RINCIAN URUSAN

7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialis&?M bidang perumahan di Daerah.

8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lattak pembangunan perumahan di
Daerah.

9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunamaien sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan.

10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunamaiegn sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan.

11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentangogegunan perumahan sesuai dengan
penataan ruang dan penataan pertanahan.

12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaks&eb@gakan Daerah tentang
pembangunan perumahan sesuai dengan penataarderapgnataan pertanahan.

13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangueammahan di Daerah.

5. Pemeliharaan 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan ket@et@nran perundang-undangan
bidang perumahan di Daerah.

2. Pelaksanaan kesesuaian Peraturan Daerah dengantuéiatperaturan perundang-
undangan terkait di bidang perumahan.

3. Pelaksanaan sosialisasi ketentuan/peraturan  geemgrundangan bidang perumahan
dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum pahndungan hukum dalam
bermukim di Daerah.

4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksd®antuan/peraturan perundang-

undangan bidang perumahan di Daerah.
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SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG RINCIAN URUSAN

5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalahedgketa bidang perumahan |di
Daerah.

6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah danetariglang perumahan di Daerah.

7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialis&?M bidang perumahan di Daerah.

8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lattak pembangunan perumahan di
Daerah.

9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembange@namg@han sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan.

10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunamadean sesuai dengan penatgan
ruang dan penataan pertanahan.

11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentangbgaegunan perumahan sesuai dengan
penataan ruang dan penataan pertanahan.

12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaks&ehgakan Daerah tentang
pembangunan perumahan sesuai dengan penataardemapgnataan pertanahan.

13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangusramphan di Daerah.

6. Pemanfaatan 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan ket@et@n/an perundang-undangan

bidang perumahan di Daerah.

2. Pelaksanaan kesesuaian Peraturan Daerah dengantu&etperaturan perundang-
undangan terkait di bidang perumahan.

3. Pelaksanaan sosialisasi ketentuan/peraturan pergnotelangan bidang perumahan
dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum pgahndungan hukum dalam

bermukim di Daerah.
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SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksd®antuan/peraturan perundang-
undangan bidang perumahan di Daerah.

5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalahedgketa bidang perumahan |di
Daerah.

6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah danetariglang perumahan di Daerah.
Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialis&?M bidang perumahan di Daerah.

8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lattak pembangunan perumahan di
Daerah.

9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunamaien sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan.

10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunamaiegan sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan.

11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentangogegunan perumahan sesuai dengan
penataan ruang dan penataan pertanahan.

12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaks&eb@gakan Daerah tentang
pembangunan perumahan sesuai dengan penataarderapgnataan pertanahan.

13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangwramphan di Daerah.

6. Pembinaan Teknologi dan 1. Pembangunan Baru 1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagpeasanfaatan hasil teknologi bahan
Industri bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendyaraghahan.

2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tenpamglayagunaan dan pemanfagtan

hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonmmiaya, serta PSU pendukung

perumahan.
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SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tergangayagunaan dan pemanfaatan |
teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi bydayea PSU pendukung perumahsa
Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijaeatDtentang pendayagunaan
pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunaimgl sslsonomi budaya, serta PS

pendukung perumahan.

asil
an.

dan

2. Pemugaran

Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagpeasanfaatan hasil teknologi bah
bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendydermgahan.
Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tenpemglayagunaan dan pemanfag
hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonmmiaya, serta PSU penduku

perumahan.

an

tan

ng

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentanglgy@gunaan dan pemanfaatan hasil

teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi bysays PSU pendukung perumaha
Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijae@atDtentang pendayagunaan
pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunaml ssieonomi budaya, serta PS

pendukung perumahan.

an.
dan
U

3. Perbaikan

Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagpeasanfaatan hasil teknologi bah

bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendyaraghahan.

an

Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentandgy@gunaan dan pemanfaatan hasil

teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi bysays PSU pendukung perumaha

An.

teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi bydayea PSU pendukung perumahan.

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentanglgy@gyunaan dan pemanfaatan h;sil
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SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijae@atDtentang pendayagunaan
pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunaml sgieonomi budaya, serta PS
pendukung perumahan.

dan
U

4. Pemeliharaan

Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagpeasanfaatan hasil teknologi bah

bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendyaraghahan.

an

Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentandgyagunaan dan pemanfaatan hasil

teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi bydayea PSU pendukung perumahsa

An.

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentanglgy@gunaan dan pemanfaatan hasil

teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi bysays PSU pendukung perumaha
Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijae@atDtentang pendayagunaan
pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunaml ssieonomi budaya, serta PS
pendukung perumahan.

an.
dan
U

5. Pemanfaatan

Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagpeasanfaatan hasil teknologi bah
bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendyaraghahan.

an

Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentandgy@gunaan dan pemanfaatan hasil

teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi bysays PSU pendukung perumaha

An.

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentanglgy@gunaan dan pemanfaatan hasil

teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi bydaysa PSU pendukung perumahsa

An.
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SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijaeatDtentang pendayagunaan
pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunaml sgieonomi budaya, serta PS
pendukung perumahan.

dan
U

7. Pengembangan

Pelaku

Pembangunan Perumahan

Peranserta  Masyarakat
Sosial Budaya

dan

1.

Pembangunan Baru

Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaaa pelaku pendukun
pembangunan perumahan.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentandpmtayaan para pelaku penduky
pembangunan perumahan.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijaeralDientang pemberdayaan p
pelaku pendukung pembangunan perumahan.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijaealDtentang pemberdayaan p
pelaku pendukung pembangunan perumahan.

Pelaksanaan kemitraan antara Pemerintahan Daewsdgn busaha, dan kelomp
masyarakat dalam pembangunan perumahan.

Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangpaammahan pemerintah, swasta
masyarakat di Daerah.

ng

ara

ara

dan
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SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

2. Pemugaran

Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaaa pelaku pendukun
pembangunan perumahan.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentangppatayaan para pelaku pendukd
pembangunan perumahan.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijaeralDientang pemberdayaan p
pelaku pendukung pembangunan perumahan.
Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijaleralDientang pemberdayaan p
pelaku pendukung pembangunan perumahan.

Pelaksanaan kemitraan antara Pemerintahan Daewsdgn busaha, dan kelomp
masyarakat dalam pembangunan perumahan.

Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangpaammahan pemerintah, swasta

masyarakat di Daerabh.

ng

ara

ara

dan

3. Perbaikan

Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdapaga pelaku pendukur
pembangunan perumahan.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentpegiberdayaan para pela
pendukung pembangunan perumahan.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakampdéen tentang pemberdaysa
para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakapdten tentang pemberdayd

para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

g

aan

aan
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SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

Pelaksanaan kemitraan antara pemerintahan daewranbusaha, dan kelomp
masyarakat dalam pembangunan perumahan.
Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangpaeumahan pemerintah, swasta

masyarakat di Daerah.

dan

4. Perluasan

Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaaa pelaku pendukun
pembangunan perumahan.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentangppatayaan para pelaku pendukd
pembangunan perumahan.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijaealDientang pemberdayaan p
pelaku pendukung pembangunan perumahan.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijaleralDientang pemberdayaan p
pelaku pendukung pembangunan perumahan.

Pelaksanaan kemitraan antara Pemerintahan Daewdgnbusaha, dan kelomp
masyarakat dalam pembangunan perumahan.

Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangpeeumahan pemerintah, swasta

masyarakat di Daerah

ng

ara

ara

dan
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SUB-SUB BIDANG
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5. Pemeliharaan

Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaaa pelaku pendukun
pembangunan perumahan.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentandpmtayaan para pelaku penduky
pembangunan perumahan.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijaeralDientang pemberdayaan p
pelaku pendukung pembangunan perumahan.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijal@alDientang pemberdayaan g
pelaku pendukung pembangunan perumahan.

Pelaksanaan kemitraan antara Pemerintahan Daewsdgn busaha, dan kelomp
masyarakat dalam pembangunan perumahan.

Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangpaarmmahan pemerintah, swasta

masyarakat di Daerabh.

ng

ara

ara

dan

6. Pemanfaatan

Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaaa pelaku pendukun
pembangunan perumahan.
Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentangppatayaan para pelaku pendukd
pembangunan perumahan.
Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijaealDientang pemberdayaan p
pelaku pendukung pembangunan perumahan.
Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijaleralDientang pemberdayaan p

pelaku pendukung pembangunan perumahan.

ng

ara

ara
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5. Pelaksanaan kemitraan antara Pemerintahan Daewsdgnbusaha, dan kelomppk
masyarakat dalam pembangunan perumahan.
6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangpaeumahan pemerintah, swasta gan

masyarakat di Daerah.
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h. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

1. Kepemudaan

1. Kebijakan di
Kepemudaan

bidang Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan di Daerah

-

a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan.
b.

c
d.

K.

m. Pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif.

Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masydediat pembangunan.
Peningkatan peran serta secara lintas bidang #sorale

Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas.

Kemitraan dan kewirausahaan.

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTdaK) keimanan ketagwasz
(IMTAQ).

Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepean.
Pengaturan sistem penganugerahan prestasi.
Peningkatan prasarana dan sarana.

Pengembangan jaringan dan sistem informasi.

Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan.

Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kdpamu

AN
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SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

Pelaksanaan

a.
b
C.
d
e

Pelaksanaan kebijakan di bidang kela@muli Daerah :

Aktivitas kepemudaan yang berdi daerah, provirasjonal dan internasional.

. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan likeeamatan di daerah.

Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda.

. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kabuopat

. Kerjasama antar kecamatan di daerah, provinsi, petalke dan internasional.

Koordinasi

a.
b.
C.
d.

Koordinasi bidang kepemudaan di Daerah :

Koordinasi antar dinas instansi terkait.

Koordinasi dengan lembaga non pemerintah.

Koordinasi antar kecamatan di daerah.

Koordinasi instansi antar kabupaten dalam danlataiprovinsi

Pembinaan dan pengawasan

Pembinaan dan pengawagand kepemudaan di Daerah:

Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.

b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.

Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunaerpganan di bidang
kepemudaan.

Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan spetdksanaan urusan
pemerintahan di bidang kepemudaan.

Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan ktasuwrusan pemerintahan di
bidang kepemudaan.

Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepeaam
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SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangaantsian dan evaluasi
pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaa
Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan narretaddar di bidang

kepemudaan.

2. Olahraga

1. Kebijakan di bidang keolahragaa

=~ ® 2 o

> @

n Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan didbaer
a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga.
b.

Penyelenggaraan keolahragaan.

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
Pengelolaan keolahragaan.

Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.
Pembangunan dan peningkatan prasarana dan saaanagal.
Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.

Pendanaan keolahragaan.

Pengembangan IPTEK keolahragaan.

Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.
Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masydedéat pembangunan
olahraga.

Peningkatan peranserta secara lintas bidang déoraleserta masyarakat.

m. Pengembangan manajemen olahraga.
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SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

2 B o 5

-

W.

Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga.

Pengembangan IPTEK olahraga.

Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manaiger pembina olahraga.
Pembangunan dan pengembangan industri olahraga.

Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaaesigatieraan pelaku olahrag
Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditased@ikat keolahragaan.
Peningkatan dan pembangunan prasarana dan saaanagal.

Pengembangan jaringan dan sistem informasi kegahra

Kriteria lembaga keolahragaan.

Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga semglstan kebugaran jasmani

masyarakat.

D

2.

Pelaksanaan

a.

-~ ® a2 o

@

Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan elidba

Aktivitas keolahragaan di daerah, provinsi, nadidiaa internasional.
Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaamadikiecamatan di daerah.
Kerjasama antar kecamatan di daerah, provinsi, petae dan internasional.
Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sararsgala

Pendanaan keolahragaan.

Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.

Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.
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SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

3.

Koordinasi

a.
b.

© o o

Koordinasi bidang keolahragaan di Daerah

Koordinasi antar dinas/instansi terkait

Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan malsatar
Koordinasi antara kabupaten dan kecamatan.

Koordinasi antar kecamatan di daerah.

Koordinasi instansi antar kabupaten dalam danlataprovinsi

4. Pembinaan dan pengawasan

- ® 2 0 T @

@

Pembinaan dan pengawasgiand keolahragaan di Daerah :

Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan.

Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan.

Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga kecdamag

Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga térolakraga unggulan.
Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunaearpgahnan di kabupaten.
Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keaigtan.

Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangaantsian dan evaluasi
pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolkzdmag

Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan nametaddar di bidang
keolahragaan.

Pembinaan dan pengembangan industri olahraga.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.

Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.
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i. Urusan Bidang Penanaman Modal

SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG RINCIAN URUSAN

1. Kebijakan Penanaman Modal Kebijakan Penanaman Modal 1. Penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangamafsan Modal Daerah

dalam bentuk rencana umum penanaman modal daemadResecana Strategis Daerah

sesuai dengan program pembangunan Daerah berkasirdiengan Pemerintah

Provinsi.

2. Perumusan dan penetapan pedoman, pembinaan, dgawasan dalam di Daerah

terhadap penyelenggaraan kebijakan & perencanaagep#angan penanamgan

modal, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

3. Pengkoordinasian, perumusan, penetapan dan petaisakebijakan Daergh
Kabupaten dibidang penanaman modal meliputi:

a. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang pertutoiigpangkan tertutup.

b. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlertoippangkan terbukpa

dengan persyaratan.

c. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlertoijpangkan mendapat

prioritas tinggi di Daerah.

d. Penyusunan peta investasi Daerah dan identifikagingi sumber daya Daergh

kabupaten terdiri dari sumber daya alam, kelembadaa sumber daya manusia

termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, kopelasibesar.

e. Usulan dan pemberian insentif penanaman modaladlifasilitas fiskal dan nop

fiskal nasional yang menjadi kewenangan Daerah.
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SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

ketentuan/ peraturan perundang undangan yang berlak

. Penetapan Peraturan Daerah tentang penanaman oeughn berpedoman pada

2. Pelaksanaan Kebijakan| 1. Sub Bidang Kerjasam 1. Pelaksanaan pengajuan usulan materi dan mendasikerjasama dengan dunia
Penanaman Modal Penanaman Modal usaha di bidang penanaman modal di Daerah.
. Pelaksanaan pengajuan usulan materi dan memfsisitiégjasama internasional (di
bidang penanaman modal di Daerah.
. Sub Bidang Promog 1. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakamstglelaksanaan pemberian
Penanaman Modal bimbingan dan pembinaan promosi penanaman mod=etiah
. Pelaksanaan promosi penanaman modal Daerah balaichegeri maupun ke lugr
negeri
. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan materi praimdaerah
. Sub Bidang Pelayang 1. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan pedoman ctata dan pelaksanaan
Penanaman Modal pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanamaalngadg menjadi kewenangan
Daerah berdasarkan pedoman tata cara dan pelakspekayanan terpadu satu pintu
kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Heater
. Pemberian 1zin usaha kegiatan penanaman modal alamperizinan yang menjadi
kewenangan Daerah.
. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasapendelegasian atau

pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yaegeiliki kewenanga
perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenaigarah

menjadi kewenangan Daerah.

-

. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal madjdbagi penanaman modal yang
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SUB-SUB BIDANG
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4. Sub Bidang

Pengendalig

Pelaksanaan Penanaman Moda

. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakamstplengendalian pelaksana

. Pelaksanaan pemantauan, bimbingan, dan pengawadaksgnaan penanam

penanaman modal di Daerah.

modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan Perabmprovinsi.

. Sub Bidang Pengelolaan Data ¢

Sistem Informasi Penanam
Modal

. Pengkajian, perumusan dan penyusnan pedoman tata pmmbangunan d3

. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi geaan modal yan

. Pengumpulan dan pengolahan data kegiatan usahagmeaa modal dan realis3

. Pemutakhiran data dan informasi penanaman modabba

pengembangan sistem infor masi penanaman modal.

terintegrasi dengan sistem informasi penanaman Inféelmerintah dan Pemerint

Provinsi.

proyek penanaman modal di Daerah.

an

an

1

)]
ah

1Si

. Sub Bidang Penyebarluasg

Pendidikan dan Pelatihg

Penanaman Modal

1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan di bidamgn sisformasi penanama

. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanaman chddkerah.

modal.

luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinangendalian pelaksanaan, ¢
sistem informasi penanaman modal di daerah keppalatar Pemerintah dan dur

usaha;

11

. Pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan pemsrcgmengembangan, kerjasama

Jan

ia
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Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menggah

SUB BIDANG

SUB — SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

1. Kelembagaan Koperasi

Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabunganpedeburan, serta pembubar
koperasi.

Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleber@anpembubaran koperasi
Daerah.

Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumun@apeaddirian koperasi di Daerah.
Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD waemyangkut penggabunga
pembagian dan perubahan bidang usaha koperasedaiDa
Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di Bassuai dengan pedoman pemerir,
di Daerah.

Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperaseditDa

Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSB8P Koperasi di Daerah.

2. Pemberdayaan Koperasi

Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliput
a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di daseabai dengan kebijaka

Pemerintah;

b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuafaordn tahunan KSP dan U$

di Daerabh;

c. Pembinaan KSP dan USP di Daerah;

d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyeleskibat pembubaran KSP dan U
di Daerabh;

an

di

in,

ital

AN
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SUB — SUB BIDANG
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e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan U$PDaerah yang tida
melaksanakan kewajibannya;

Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorongumduhan dan pemasyarakat

koperasi di Daerah.

Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi di Baera

Perlindungan kepada koperasi di Daerah.

N

an

3. Pemberdayaan UKM

Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penwmbikiim usaha bagi usah
kecil di tingkat nasional — daerah meliputi:
a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dahmy@menuhan kebutuhan dang
b. Persaingan;
Prasarana;
Informasi;

Kemitraan;

- ® o o

Perijinan;

g. Perlindungan.

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkaimal -- daerah meliputi:
a. Produksi;

b. Pemasaran;

c. Sumber daya manusia,

d. Teknologi.

a
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3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan peadniabagi UKM di tingkat nasion;
--- daerah meliputi:
a. Kredit perbankan,;
b. Penjaminan lembaga bukan bank;
. Modal ventura;

. Hibah;

c
d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN;
e
f. Jenis pembiayaan lain.

4. Pengawasan,

Evaluasi

Monitoring,

dd

Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemy@adaoperasi dan UKM di Daerah.
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k. Urusan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

1. Pendaftaran Penduduk

1. Kebijakan

Penetapan kebijakan pendaftaran pliddi Daerah.

2. Sosialisasi

Fasilitasi, sosialisasi, bimbingaknts, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksa

pendaftaran penduduk di Daerah.

3. Penyelenggaraan

IKoordinasi penyelenggaraan pendaftaran pendudDiaeliah.

2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran pendudukm dadestem administras

kependudukan di Daerah, meliputi:

a. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk gemerbitan Nomor Indu
Kependudukan (NIK);

Pendaftaran perubahan alamat;

Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayahl®i& Indonesia;
Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal senaentar

Pendaftaran pindah datang antar negara,

- ® 2 0 T

Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasam aagara;
Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependugukan

> @

Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftarasupuk;

Penatausahaan pendaftaran penduduk.

D

-76 -



SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG RINCIAN URUSAN
4. Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan, evaluapetigoran penyelenggaraan pendaftaran penduddéedah.
5. Pembinaan dan Pengembangan | Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusialgi@ngendaftaran penduduk |di
Sumber Daya Manusia Daerah.
6. Pengawasan Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran p&riiRkerah.
2. Pencatatan Sipil 1. Kebijakan Penetapan kebijakan pencatatan sipiadrah.
2. Sosialisasi Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasipervisi, dan konsultasi pelaksanaar
pencatatan sipil di Daerah.
3. Penyelenggaraan IKoordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil di &raer

2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil daktemsiadministrasi kependudukan
Daerah meliputi:
. Pencatatan kelahiran;

. Pencatatan lahir mati;

a
b

c. Pencatatan perkawinan;

d. Pencatatan perceraian;

e. Pencatatan kematian;

f. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anakmigespban anak;

Pencatatan perubahan nama;

Q

di




SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG RINCIAN URUSAN

h. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan;

i. Pencatatan peristiwa penting lainnya;

J. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta;

k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatai#én si

I. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.

4. Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan, evaluagetimoran penyelenggaraan pencatatan sipil diabaer

5. Pembinaan dan Pengembangan | Pembinaan dan pengembangan sumber daya manuseglemgncatatan sipil di Daerah.

Sumber Daya Manusia

6. Pengawasan Pengawasan atas penyelenggaraatapemsipil di Daerah.
3. Pengelolaan Informasi 1. Kebijakan Penetapan kebijakan pengelolaan irder@dministrasi kependudukan di Daerah.
Administrasi Kependudukan
2. Sosialisasi Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasipervisi, dan konsultasi pengelolaan

informasi administrasi kependudukan di Daerah.
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SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG RINCIAN URUSAN

3. Penyelenggaraan 1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kejuetukan di Daerah.
2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasilidaaerah.

3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan laisgrga jaringan komunikasi data
sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahargaebampat pelayanan dokumen
penduduk.

Pelaksanaan sistem informasi administrasi kepericundu
Pembangunan replikasi data kependudukan di Daerah.
Pembangunan bank data kependudukan di Daerah..

Pembangunan tempat perekaman data kependudukacalriatan.

© N o o &

Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran pendddok pencatatan sipil sefta
pemutakhiran data penduduk menggunakan sistenmagradministrasi kependudukan.
9. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk.

10. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank dgteridudukan di Daerah..
11. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proseshdait pendaftaran penduduk serta

pencatatan sipil.

4. Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dan evadugglolaan informasi administrasi kependudukébadirah.

5. Pembinaan dan Pengembangan | Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusi@lgangmformasi administras
Sumber Daya Manusia kependudukan di Daerah.
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SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

6. Pengawasan

Pengawasan atas pengelolaan infaanasistrasi kependudukan di Daerah.

4. Perkembangan Kependudukan

1. Kebijakan

. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukaredaia

pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas darselpran penduduk sel

perlindungan penduduk di Daerah.

2. Penyelenggaraan

. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas pekdud pengembangan kualit

. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas pendypeéuigembangan kualitas pendud

. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksa kebijakan pengendali

. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas pekidusengembangan kualits

penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan perseparatuduk, perlindungan pendud

dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukaeih.

pengarahan mobilitas/ penataan persebaran pendiatulperlindungan penduduk se

pembangunan berwawasan kependudukan.

kuantitas penduduk, pengembangan kualitas pendpeuakgembangan kualitas pendud
pengarahan mobilitas/penataan persebaran pendyskrindungan penduduk sef

pembangunan berwawasan kependudukan.

penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persel@@aduduk, dan perlindunga
penduduk dalam konteks pembangunan berwawasandughgdan di Daerah.

. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kritemigefmnggaraan pengendalian kuantitas
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SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendaliartitasapenduduk, pengembangan kual

tas

penduduk, pengarahan mobilitas/penataan perseparmuduk, perlindungan penduduk serte

pembangunan berwawasan kependudukan di Daerah.

. Pengawasan Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas pekdpdungembangan kualitas pendud
pengarahan mobilitas/penataan persebaran pendugeklindungan penduduk, dan
pembangunan berwawasan kependudukan di Daerah.

5. Perencanaan Kependudukan . Kebijakan Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan iitDae

. Penyelenggaraan

1. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudakdar dan dengan lemba
pemerintah dan non pemerintah pada di Daerah.

2. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemeestgan dalam rangka tert
administrasi kependudukan.

3. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduddan analisis dampa
kependudukan di Daerah.

4. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikagproyeksi, dan analisis damp
kependudukan serta kebijakan kependudukan kepadayik sasaran.

5. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kepekdn secara periodik.

6. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan analisis dampa

ib

k

ak

k

kependudukan untuk perencanaan pembangunan bepbasisduk di Daerah.
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SUB-SUB BIDANG
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3. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kiejgerkan, proyeksi penduduk dan anali
dampak kependudukan, serta penyerasian kebijalmnéladukan di Daerah.

4. Pengawasan

Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi perddan analisis dampak kependuduk

serta penyerasian kebijakan kependudukan di Daerah.
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Urusan Bidang Ketenagakerjaan

SUB BIDANG

SUB — SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

Ketenagakerjaan

1. Kebijakan, Perencanaa

Pembinaan, dan Pengawasan

nl.

5. Perencanaan tenaga kerja daerah kabupaten, pemipeeencanaan tenaga ke

Pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan PemerintahnBiropenetapan kebijaksa
Daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraaanunpemerintahan bidar
ketenagakerjaan di Daerah.

Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoringJuasi, dan pelaporar
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketesrgggn di Daerah.
Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerirtateany ketenagakerjaan
Daerah.

Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakedja@aaerah.

mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan menyelenggaraan sistg
informasi ketenagakerjaan di Daerah.

N

g

di

ra

EMm

2. Pembinaan Sumber Daya Manu
(SDM) Aparatur

Sih.

Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standaeduq dan kriteria monitorin
evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusanerpgahan bidan
ketenagakerjaan di Daerah.

Perencanaan formasi, karir dan diklat SDM apanadletksana urusan pemerintah
bidang ketenagakerjaan di Daerah.
Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendabarta evaluas
pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan peamarnt bidang

QL

an

D

ketenagakerjaan di Daerah.
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SUB — SUB BIDANG
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4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangiatidyang menangani bidang
ketenagakerjaan di Daerah.
5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejaloragsional bidang
ketenagakerjaan di Daerah.
3. Pembinaan Pelatihan darl. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerjaetaba

Produktivitas Tenaga Kerja

2. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktiditBaerah.
3. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas drdba.

4. Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembagatinagla serta pengesah

kontrak/perjanjian magang dalam negeri.

5. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dlreditasi lembaga pelatihan
kerja di Daerah.
4. Pembinaan dan Penempatan Tenafa Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaffaacari kerja (pencaker) dan
Kerja Dalam Negeri lowongan kerja.
2. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan datakeertan data lowongan kerja
di Daerah.
3. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbijgjaatan kepada pencaker dan
pengguna tenaga kerja di Daerah.
4. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja.
5. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengdwga di Daerah.
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SUB — SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

6.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Penerbitan dan pengendalian izin pendirian LembAgesa Kerja/LPTKS dat
Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan di Daerah

Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendiriahk$ dan lembaga penyuluh:
dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegditBxaerah.

Pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam peggealexan pameran bur
kerjajob fair di Daerah.

Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandaaoat, lansia dan perempuan
Daerah

Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan mgendi@rja, serta penempat
tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL).

Penerbitan SPP AKL di Daerah.

Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luagakie TKS Indonesia, lembag
sukarela Indonesia yang akan beroperasi di Daerah.

Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawesdayagunaan TKS d:
lembaga sukarela di Daerah

Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM.

Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokesijanya di Daerah.
Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasjanya di Daerah.
Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyelsatualan penerapan teknolc
tepat guna di Daerah.

Penyelenggaraan program perluasan kerja melalubibgan usaha mandiri dé

sektor informal serta program padat karya di Daerah

—

b

n

di

an

AN

QI

n
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SUB — SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

5. Pembinaan dan Penempatan Ter

Kerja Luar Negeri

afla Pelaksanaan penyuluhgendaftaran dan seleksi calon TKI di Daerah.

2.
3.

5. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di daerah berkisasal/alamat calon TKI.

6. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI| plgawasan penyetor

10.
11.

Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di Baera

Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bdhtdan multilateral penempat:
TKI yang pelaksanaannya di Daerah.

Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor calBE#npKIS di Daerah.

dana perlindungan TKI di Daerah.
Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerjeempeatan TKI ke luar negeri
Daerah.

Penelitian dan pengesahan perjanjian penempataké Kiar negeri.

Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatapumaerlindungan TKI di

Daerah.
Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penamputidaaerah.

Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari Daerah.

6. Pembinaan Hubungan Industr

dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

jall.

Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturasap@an yang skala berlakur
satu wilayah Daerah.

Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara pbass) pemberi kerja deng
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang slalakbnya pada 1 (sat
wilayah Daerah.

ya

an
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SUB — SUB BIDANG
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7. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselidithaar pengadilan di daerah

10.
11.
12.
13.
14.

Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala beytaklalam 1 (satu) wilayah
Daerah.
Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jaskerja/buruh yang
berdomisili di kabupaten dan pendaftaran perjanpakerjaan antara perusahaan

pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa jgpekeuh yang skal

o

berlakunya dalam 1 (satu) wilayah Daerah.

Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia pekerja/buruh yan

(@]

berdomisili di kabupaten atas rekomendasi Pemérirdan /atau Pemerintah
Provinsi.
Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubundastrial, mogok kerja, dan

penutupan perusahaan di Daerah.

Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakulanbipaan mediator,
konsiliator, arbiter di Daerah.
Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc peragatiibungan industrial yang
wilayahnya meliputi kabupaten.

Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan didbaer
Penyusunan dan pengusulan penetapan upah mininwmpa&an kepada Gubernur.
Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kédgedah.

Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahtdrgperusahaan di Daerah.
Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaampslkata hubungan industrial di

Daerah.
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SUB — SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

15. Verifikasi keanggotaan SP/SB di Daerah.
16.

17.

Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasjgelaih skala kabupaten d
melaporkannya kepada Pemerintah Provinsi.

Penetapan organisasi pengusaha dan organisasjgfelterh untuk duduk dalar
lembaga-lembaga ketenagakerjaan di Daerah berdashasil verifikasi.

n

7. Pembinaan Ketenagakerjaan

10.

Rembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma kdtemnaga di Daerah.
Pemeriksaan/penguijian terhadap perusahaan dan pbggkwasan ketenagakerje
di Daerah.

Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek peagaw ketenagakerjaan
Daerah.

Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadapgberan dan pengusaha ya
melanggar norma ketenagakerjaan di Daerah.

Pelaksanaan penerapan SMK3 di Daerah.

Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 di Daerah.

Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketemnfgakdiygieneperusahaan
ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat stratiddaerah.

Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidanganketenagakerjaa
keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifatgsati Daerah.

Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelgaan pengawas:
ketenagakerjaan di Daerah.

Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerja@raetah.

1an

di

Ang

=}
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11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan kdternaaga di Daerah.
Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketksiggan kepada Pemerint
dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjdaardh kepada Pemerinta
Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengakedenagakerjaan di Paer
kepada Pemerintah.

Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan dab&epada Pemerintah.

Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjBaeihh kepada Pemerintah.

Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengavwedenagakerjaan di Daer
kepada Pemerintah.

Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan dab&epada Pemerintah
Pembinaan terhadap pekerja korban PHK.

Pembinaan kepada pekerja sektor informal.

Penanganan dampak pekerja eks TKl illegal.

Pembinaan kesejahteraan karyawan/pekerja perusahaan

ah

.
ah

ah
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m. Urusan Bidang Ketahanan Pangan

SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

Ketahanan Pangan

1. Ketahanan Pangan

© 0o N o O

14.

. Identifikasi kelompok rawan pangan.
11.
12.
13.

Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangarita keragaman konsun
pangan masyarakat.

Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangdalen baku lokal.
Pembinaan pengembangan penganekaragaman prodwapang

Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebk&tjEt menurunny
ketersediaan pangan.

Identifikasi cadangan pangan masyarakat.

Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pdioku di Daerah.
Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat

Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelomp@knaangan di Daerah.
Pencegahan dan penanggulangan masalah panganissbbgbimenurunnya mutl

gizi dan keamanan pangan.

Identifikasi infrastruktur distribusi pangan di Dab.
Pengembangan infrastruktur distribusi pangan dr&lae
Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sedlalgai penurunan aksg
pangan.

Informasi harga di Daerah.

NSi

o

=
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SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

Pembangunan pasar untuk produk pangan yang diaasilasyarakat di Daerah.
Identifikasi pangan pokok masyarakat.

Peningkatan mutu konsumsi masyarakat.

Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pradg&rpmasyarakat.
Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan ara&gpt.

Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat.

Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar Hekapaskala kecil/ruma
tangga.

Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat di Daerah.

Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat didbae

Pengembangaitrust fund” di Daerabh.

Pengalokasian APBD di daerah untuk ketahanan pangan

Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pasigaaerah.

2. Keamanan Pangan

Penerapan standar BMR di Daerah.

Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanamgaamli Daerah.

Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji muto kidamanan pangan
Daerah.

Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima didbaer
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n. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlitungan Anak

SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

1. Pengarusutama&@ender(PUG)

1. Kebijakan Pelaksanaan PUG

1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG dalDaer

2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan RiUBaerah.

2. Kelembagaan PUG

1Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangd&animme PUG pad
lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian @éaggmbangan, lembag
non pemerintah di Daerah.
2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dagi&&n yang respongienderdi
Daerah.
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.

3. Pelaksanaan PUG

IPelaksanaan analisgender perencanaan anggaran yang respogeifder dan
pengembangan materi KIE PUG di Daerah.

2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangerutama di bidan
pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAMptditik di Daerah.

3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jealarkin di Daerah.

2. Kualitas Hidup dan Perlindungsg

Perempuan

al. Kebijakan Kualitas Hiduy

Perempuan

Penyelenggaraan kebijakan kabupaten peningkatalitasu&idup perempuan yar
terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidaegdidikan, kesehata

g
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SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, darssb budaya di Daerah.

2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitag’engintegrasian upaya peningkatan kualitas hidugngeuan dalam kebijakan bida

Hidup Perempuan

budaya di Daerah.

pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAMitigplingkungan, dan sosial

-

g

3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijak
Kualitas Hidup Perempuan

alKoordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup eqp@uan dalam bidan
pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAMitikplingkungan, dan sosia

budaya di Daerah.

g
l

4. Kebijakan Perlindungan Perempu

an Penyelenggdtabijakan Daerah perlindungan perempuan terutaemingungan
terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, peaentgjut usia dan penyanda

cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daexay terkena bencana.

5. Pengintegrasian Kebijaka

Perlindungan Perempuan

inFasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungarempuan terutama perlindung
terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, peaentgnjut usia dan penyanda

cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daexay terkena bencana di Daerah

an

6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijak

Perlindungan Perempuan

afKoordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan ppuam terutama perlindungzé
terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, peaentgnjut usia dan penyanda

cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daexay terkena bencana di Daerah

3. Perlindungan Anak

1. Kebijakan  Kesejahteraan

Perlindungan Anak

dan Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraanpeidindungan anak ¢

Daerah.

.
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SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteragpediamdungan anak di Daerah.

=

4. Pemberdayaan Lembal

Masyarakat dan Dunia Usaha

Kesejahteraan dan Perlindung

an

mewujudkan KKG dan perlindungan anak di Daerah.

2. Pengintegrasian Hak-Hak AnakPengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dagrgam pembangunan di Daerah.
dalam Kebijakan dan Program
Pembangunan.

3. Koordinasi PelaksanaanKoordinasi pelaksanadwesejahteraan dan perlindungan anak di Daerah.
Kesejahteraan dan Perlindungan
Anak.

gd. Penguatan Lembaga/ Organispdtasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dunia usaha untuk
Masyarakat dan Dunia Usahgpelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraaredardpngan anak di Daerah.
untuk Pelaksanaan PUG dan
Peningkatan Kesejahteraan dan
Perlindungan Anak

2. Pengembangan dan Penguatah Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringama kembaga masyarakat dan
Jaringan Kerja Lembaga dunia usaha untuk pelaksanaan PW@&sejahteraan dan perlindungan anak di
Masyarakat dan Dunia Usaha Daerah.
untuk Pelaksanaan PUG,2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakdmyasa sosial untuk
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SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG RINCIAN URUSAN
Anak
5. Data dan InformasGender dan{l. Data Terpilah menurut JenisPenjabaran dan penetapan kebijakan sistem inforgesierdan anak di Daerah
Anak Kelamin dari di Setiap Bidang dengan merujuk pada kebijakan nasional.
Terkait
. Data dan InformasiGender dan| 1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analissspanpaatan da
Anak penyebarluasan sistem informgenderdan anak di Daerah.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisssnanfaatan da
penyebarluasan sistem informgsenderdan anak.
. Komunikasi, Informasi dan Edukasil. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokasian data terpila]
(KIE) menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan an2ketrah.
2. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksgeatataan dan siste
informasigenderdan anak di Daerah.
3. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advo#iaDaerah.

=

m
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0. Urusan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

1. Pelayanan Keluarga Berencana
(KB) dan Kesehatan Reproduksi

. Kebijakan

Pelaksana
K
Pri

Masals

dan

Jaminan dan Pelayanan

Peningkatan Partisipasi
Penanggulangan
Kesehatan  Reproduksi,
Kelangsungan Hidup Ibu, Ba

dan Anak

ser

=.

. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, gkaian partisipasi prig

penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, lsgleiagsungan hidup ibt

bayi, dan anak di Daerah.

Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dmsmehlatan reproduksi

operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, pentagkapartisipasi pria
penanggulangan masalah kesehatan reproduksiks@ategsungan hidup ibu, ba

dan anak di Daerah.

Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan iKBedahatan reproduks

termasuk pelayanan KB di rumah sakit di Daerah.
Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, saparamgkatan perencana
kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi prisgraa Unmet NeeY sasarar
penanggulangan masalah kesehatan reproduksi,ssedaan kelangsungan hid
ibu, bayi dan anak di Daerah.

Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelays@apat pelayanan KB da
kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi poenanggulangan masal
kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup#yudan anak di Daerah.
Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB,

peningkatartisipasi  pria,

penanggulangan masalah kesehatan reproduksikséategsungan hidup ibu, ba
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SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

dan anak di Daerah.

Pemantauan tingkalrop out peserta KB.

Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan daayapah KB dar
pembinaan penyuluh KB.

Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB.

Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KEkesghatan reproduksi.
Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatarsadeean keluarg
berkehidupan seksual yang aman dan memuaskanbasrigari HIV/AIDS dan
Infeksi Menular Seksual (IMS).

Pembinaan penyuluh KB.

Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terytaniaipasi KB pria dalan
pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatardreysi.

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kosiras@map dan kontrasep
jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, beitesalan merata di Daerah.
Pelaksanaan distribusi dan pengadaan saranagladdf,dan cara kontrasepsi, O
pelayanannya dengan prioritas keluarga miskinkeéésmpok rentan di Daerah.
Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan koartrasepsi bagi pesel
mandiri di Daerah.

Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksipdamosi kesehata

reproduksi di Daerah.

-

Si

an

Pelaksanaamformed choicalaninformed conserdalam program KB.
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SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

2. Kesehatan Reproduksi Remaja

(KRR)

1. Kebijakan dan Pelaksanaan KR
dan Perlindungan Hak-Ha

Reproduksi

RRL.
k

10.

Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IN& Hahaya NAPZA di

Daerah.

Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, penaeddhdAIDS, IMS dan
NAPZA di Daerah.

Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, perce¢H/AIDS, IMS dan
NAPZA di Daerah.

Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakampat pelayanan KR
termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAREZ&aerah.
Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegaba@lBIS, IMS dan
bahaya NAPZA di Daerah.

Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR ternmsutegahan HIV/AIDS
IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerimtahgan sektor Lembag
Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) di Daerah.

Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk panaedHIV/AIDS, IMS dan
bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengkiosLSOM di Daerah.
Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IBISMIAPZA baik antar:
sektor pemerintah dengan sektor LSOM di Daerah.

Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIMS, dan bahay:
NAPZA di Daerah.

Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk penceg&h¥/AIDS, IMS dan
bahaya NAPZA di Daerah.

ja

54
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SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

11. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik setb@y&onselor sebaya KR

termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NARXM antara sektg
pemerintah dengan sektor LSOM di Daerah.

3. Ketahanan dan Pemberdayaan

Keluarga

1. Kebijakan dan  Pelaksana

Pengembangan Ketahanan

Pemberdayaan Keluarga

ari.

dan

7. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan epéayaan keluarga ¢

Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahangeuirerdayaan keluarga
Daerah.

Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan daveqgayaan keluarga
Daerah.

Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahdan pemberdayas
keluarga di Daerah.

Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bieluarga Remaja (BKR
dan Bina Keluarga Lansia (BKL) di Daerah.

Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidipra-melahirkan di

Daerah.

Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluddgardih.

Daerah.
Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, ketdeampi kewirausahaan dé
manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera elaarffa sejahtera | alas

ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendap&tduarga Sejahter

R

di

AN

j -

AN

(UPPKS) di Daerah.
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SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

9.

10.

11.

Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kagtgwtarkelompok UPPKS d

Daerah.

Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas perrand&knologi, dan manajemen

serta pemasaran guna peningkatan UPPKS di Daerah.

Peningkatan kualitas lingkungan keluarga di Daerah.

4. Penguatan PelembagaarkKebijakan dan Pelaksana

Keluarga Kecil Berkualitas

anl.

Penguatan Pelembagaan Keluarga

Kecil Berkualitas dan Jejarin

Program

g2.

8.

6. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fundgenguluh KB.

Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatanbpgi@an keluarga kegi

berkualitas dan jejaring program di Daerah.

Penyelenggaraan dukungan operasional penguatamlpsdaan keluarga keci

berkualitas dan jejaring program di Daerah.
Penetapan perkiraan sasaran pengembangan pengead¢arbagaan keluarg
kecil berkualitas dan jejaring program di Daerah.
Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angkit fabatan fungsiong
penyuluh KB.

Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran ubistitMasyaraka

Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional.

Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggarakiarsi masyaraka
program KB nasional dalam rangka kemandirian.

Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran sdria pnogram KB nasional.

ja

[

~t
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SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.

Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan gmasatalam mendukur
program KB nasional, termasuk jajaran medis tetakeh masyarakat dan tokg
agama.

Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsionallpariB.

Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB.

Penyediaan dukungan operasional IMP dalam progrBmadsional.
Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam programasinal.

Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra pesgram KB nasiona
dalam rangka kemandirian.

Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembanggramn KB nasional d
Daerah.

Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.

Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutaasiipan klinis kabupaten.
Pendayagunaan SDM program terlatih, serta pereapnardan penyiapa

kompetensi SDM program yang dibutuhkan Daerah.

19.Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kabypobgram peningkata

kinerja SDM

g
Dh

al

=)

5. Advokasi dan Komunikas
Informasi, dan Edukasi (KIE)

, Kebijakan dan Pelaksana
Advokasi dan KIE

. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokaKilHath Daerah.

Penyelenggaraan operasional advokasi KIE di Daerabh.

Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE dabae
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SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dardKlIaerah.

Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling pro¢iBrdan KRR.

Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan kalysmgguatan kelembaga
dan jaringan institusi program KB.

Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan RepmdiR), KRR, ketahana
dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembadaangeekecil berkualitas.
Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HNBAIMS, dan bahay
NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.

6. Informasi dan Data Mikro

Kependudukan dan Keluarga

Kebijakan dan Pelaksanaan Ds

Mikro Kependudukan dan Keluarg

a

atd.

5. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajenognam KB nasional.

Penetapan kebijakan dan pengembangan informaaidzsd mikro kependuduka
dan keluarga di Daerah.

Penyelenggaraan informasi serta data mikro keper@dund dan keluarga ¢
Daerah.
Penetapan perkiraan sasaran pengembangan inforsesa data mikrg
kependudukan dan keluarga di Daerah.

Informasi serta data mikro kependudukan dan ketudrdaerah.

Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data nlkemendudukan dan

keluarga.

Pengelolaan data dan informasi program KB nasisedh penyiapan sarana d

an

D

AN

i

an

prasarana.
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SUB BIDANG

SUB-SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

8. Pemanfaaan data dan informasi program KB nasiomdlku mendukung
pembangunan Daerah.
9. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi datind pelaksanaare-

governmentlan melakukan diseminasi informasi.

7. Keserasian

Kependudukan

Kebijakan Penyerasian dan  Keterpadu

Kebijakan Kependudukan

kependudukan terpadu antara perkembangan keperatud{gspek kuantitas
kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan dinigidzkonomi, sosial buday
dan lingkungan di Daerah.
2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah mangatur perkembanga
dan dinamika kependudukan di Daerah.
3. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program peyuban di Daerah.
4. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah mpangatur perkembangg

dan dinamika kependudukan di Daerah.

ah Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dafakgamaan program

\*ZJ

a

AN

AN

8. Pembinaan

Kebijakan dan Pelaksana

Pembinaan

nasional di Daerah.

arMonitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, darpenwisi pelaksanaan program K

(B
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p. Urusan Bidang Perhubungan

SUB BIDANG

SUB — SUB BIDANG

RINCIAN URUSAN

1.

Perhubungan Darat

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalg
(LLAJ)

A .

N o ok

oo

10.

Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringasporéasi jalan
kabupaten

Pemberian Izin penyelenggaraan dan pembangunditaagarkir untuk
umum.
Pengawasan dan pengendalian operasional terhadsggyraan jalar
selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan keadtep.

Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latieagemudi.
Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C.

Pengesahaan rancang bangun terminal penumpa@@Tip
Pembangunan pengoperasian terminal penumpang TipEp& B, dan
Tipe C.

Pembangunan terminal angkutan barang.

Pengoperasian terminal angkutan barang.

Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutkdadaraan untu
kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya didbae

—
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SUB BIDANG SUB — SUB BIDANG RINCIAN URUSAN

11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaij@lgarkabupaten.
12. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutizn k
13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkatang pada jaringg

jalan kabupaten.

14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendawatuk angkutan taks
yang wilayah pelayanannya di Daerah.

15. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melagiabaerah.

16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa.

17. Pemberian izin usaha angkutan.

18. Pemberian izin usaha angkutan barang.

19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutBaetiah.

20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemaifitgaa penghapusan
rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberaray lalu lintas, alat
pengendali dan pengamanan pemakai jalan serté@aaggendukung di
jalan kabupaten.

21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu kihjatan kabupaten.

22. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten.

23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangatakkecelalu lintas
di jalan kabupaten.

24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas jalan yang
mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yaegjadi isu di
Daerah.

2§.1|8glgksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.

26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya
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2.

Lalu Lintas Angkutan Sungaij,l.

Danau, dan Penyeberang
(LLASDP).

an
2.

© © N o g &

11.

12.
13.

14.

. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp Ipeten

Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringaai sisng danau d

Daerah.

>

Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas geaggan di Daeral

yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.

-—

Penetapan lintas penyeberangan di Daerah yandatengada jaringat
jalan kabupaten.

Pengadaan kapal SDP.

Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan.
Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau.
Pembangunan pelabuhan SDP.
Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.

Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau.

penyeberangan yang terletak pada jaringan jalawmin®io nasional dan

antar negara.

S

Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDR) yarletak pad:
jaringan jalan kabupaten.

Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu @emgdmnm

Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon)ngaterapung dan
kerambah di sungai dan danau.

Pemetaan alur sungai kabupaten untuk kebutuhasptwamasi.
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15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.
22.

Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur petagarmgai dan dang
di Daerah.

Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekopanda lintas
penyeberangan di daerah yang terletak pada jarjatEmkabupaten.
Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kela®ekali Daerah.
Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP difldgens terletak pad
jaringan jalan kabupaten.

Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak lthksa yang dikelol:
di Daerah.

Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untials [penyeberangan
Daerah pada jaringan jalan kabupaten

Pengawasan pengoperasian penyelenggaran angkagzai dan danau.
Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan anglamngebprangan

daerah pada jaringan jalan kabupaten.

2. Perkeretaapian

Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten

Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupateiiputi :

a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangem
perkeretaapian kabupaten yang jaringannya beradizedah;

b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bartelans kepadg

pengguna dan penyedia jasa; dan

52
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10.

11.

c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapiaemitD
Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tideEkshinakan olel
badan usaha prasarana kereta api.

Penetapan lIzin penyelenggaraan perkeretaapian khysng jaringan
jalurnya di Daerah.

Penetapan Jalur kereta api khusus yang jaringaDakrah

Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalakaneta api dan
pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mewgpuizin dan tidak
ada penanggung jawabnya, dilakukan oleh pemilik/aan Pemerintal
Daerah.

Penetapan jaringan pelayanan kereta api di Daerah.

Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaaratda di Daerah.
Penetapan persetujuan angkutan orang dengan gueradkan gerbong
kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasieDaerah.

Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau bgraengan kereta af
umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan pasgmotyang lintas
pelayanannya di Daerah.

Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal ymlan angkutar
yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan gueday angkutar
yang disediakan untuk pengembangan wilayah, urneld&ypnan angkutat
antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannyakrah.

N

=]
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3. Perhubungan Laut

Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau digoi 7 (GT>7) yang
berlayar hanya di perairan daratan (sungai danujana

Pemberian surat izin berlayar.

Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 ) yang berlayal

hanya di perairan daratan (sungai dan danau):

a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal.

b. Pelaksanaan pengukuran kapal.

c. Penerbitan pas perairan daratan.

d. Pencatatan kapal dalam buku register pas perdanatan.
e. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal.

f. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal.

g. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal.

h. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal.

I. Penerbitan dokumen pengawakan kapal.

J. Pemberian surat izin berlayar.

Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT)<yg berlayar d
laut:

a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal.

b. Pelaksanaan pengukuran kapal.

c. Penerbitan pas kecil .

d. Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil.

=
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10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

®

Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal.

f. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal.
g. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal.
h. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal.

[y

Penerbitan dokumen pengawakan kapal.

Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut.

Pengelolaan pelabuhan lokal lama.

Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh kdrup
Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhanntamasional hub
internasional dan nasional.

Penetapan rencana induk pelabuhan lokal.

Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum.

Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus.

Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan @eldbuhlokal.
Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan kikedus
Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasianhazeidaut lokal.
Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal
Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan lagrirgsional hub.
Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan lauérirgsional.
Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan lautomedi
Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan lauiore.
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19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.
Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atagempbangan
fasilitas pokok pelabuhan laut lokal.

Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan petaoukhusus lokal.
Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan peladoukhusus lokal.
Penetapan DUKS di pelabuhan lokal.

Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhanpetafiuhan dengan
pelayaran lokal.

Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelaboHhaut lokal.
Izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuHaut lokal.

—+

Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh ejapapelabuhan lay
lokal.
Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh enpapatpelabuhan
khusus lokal.

Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka keagagangan lua

=

negeri.

Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan padbaupah lokal yang

L4

diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten.
Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusajeay berdomisil

dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah.
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32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.
39.
40.

41.

Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yamdomésili dan
beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah.

Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahagkutam laut
nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintalsipuhan di Daerah.
Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahdayane@ rakyat
yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabutidbaerah.
Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap tidak teratur
(trampel bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisilitaoperas
pada lintas pelabuhan dalam wilayah Daerah.

Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap etatutt (iner) dan
pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidakutetrampel) bagi
perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili danpbeasi pada linta
pelabuhan di Daerah.

Izin usahdally di pelabuhan.

Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.

Izin usaha ekspedi&ifeight Forwarder

Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaanealgaywasan dan al
pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai liatagplaten
Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usah&egiatarsalvage
serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan gaeasar

kegiatannya di Daerah.

[72)
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4. Perhubungan Udara

Bandar Udara

Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udana.

Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan pendtd@esn bandar

udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bardia yang
belum terdapat kantor bandara.
Penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yalayani pesawsg

udara < 30 tempat duduk.
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